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BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Evaluasi

Era keterbukaan informasi seperti sekarang ini tidak dapat
terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu
mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai
perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Visi besar
pengembangan  keterbukaan informasi adalah mewujudkan
masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian
Pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,
bersih, transparan dan akuntabel.

Dalam konteks pemilu, penyelenggara pemilu merupakan salah
satu faktor fundamental dalam meniti jalan mewujudkan pemilu
demokratis di Indonesia. Karena itu penyelenggara pemilu wajib
mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola
pemilu yang banyak dinilai sebagai terkompleks di dunia. Salah
satunya, adalah prinsip keterbukaan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berpemahaman melalui
implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP), diharapkan dapat ikut mendorong
terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu
transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya keterbukaan dalam proses pemilu dan pengawasan
pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas,
mendorong  profesionalitas, serta ikut menjaga integritas
penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Kolaborasi tiga hal tersebut
diharapkan pula akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta
pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas
pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu sendiri memandang keterbukaan informasi publik

setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP,
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sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga
Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya
program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong
dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari
keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga
penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang 2020
Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap
implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi
turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan
informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi
keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara
mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi,
melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk
memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan
akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan
urgensinya di tengah situasi pandemic Covid-19. Pembatasan jarak
dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses
keterbukaan informasi publik Bawaslu.

Atas berbagai hal yang telah dilakukan Bawaslu pada 2020,
dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan
Publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat terhadap seluruh Badan
Publik tahun 2020, Bawaslu kembali dianugerahi dengan kualifikasi
terbaik, yakni Informatif wuntuk ketegori Lembaga Negara
Nonstruktural.

Sebagai lembaga yang memiliki struktur hingga kabupaten/kota,
sudah semestinya baiknya tingkat kualitas pengelolaan dan pelayanan
informasi publik juga hadir di seluruh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota. Sejak akhir 2017 hingga 2020, telah dilakukan
berbagai upaya menyamakan frekuensi keterbukaan informasi publik
Bawaslu seluruh Indonesia. Mulai dari menggelar Rapat Koordinasi

Nasional (Rakornas), Rapat Kerja Teknis (Rakernis), peningkatan
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kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),
menyusun Peraturan Bawaslu tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik, menyusun modul panduan memahami keterbukaan
informasi publik, rapat-rapat koordinasi pengelolaan dan pelayanan
informasi publik, dan kebijakan lainnya.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan
dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI juga
telah melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2020. Kegiatan ini
merupakan salah satu instrumen untuk memetakan implementasi UU
KIP di 34 Bawaslu Provinsi, khususnya terhadap kualitas pengelolaan
dan pelayanan keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu Provinsi.
Penilaian dilakukan dengan menggunakan enam indikator penilaian,
yaitu pengembangan website, pengumuman informasi, pelayanan
informasi, penyediaan informasi, praktik layanan informasi, dan
laporan layanan informasi. Monev Keterbukaan Informasi Publik
Bawaslu Provinsi Tahun 2020 yang dilakukan Bawaslu menggunakan
standar yang digunakan Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah
penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi
seluruh Badan Publik di Indonesia. Bahkan Monev yang dilakukan
Bawaslu berupaya lebih dalam untuk mengukur implementasi
keterbukaan informasi Bawaslu Provinsi dengan menjadikan uji akses
(permintaan informasi sebagai masyarakat umum) sebagai salah satu
indikator penilaian.

Pada 2020 lalu Bawaslu memiliki tiga program besar dalam
keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan Bawaslu RI,
mengembangkan Bawaslu Provinsi, dan menguatkan Bawaslu
Kabupaten/Kota. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi
Bawaslu Provinsi merupakan salah satu instrumen pengembangan
keterbukaan informasi di Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Monev tahun
sebelumnya, secara umum terjadi peningkatan terhadap implementasi

di Bawaslu Provinsi salah satunya seluruh Bawaslu Provinsi telah
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membentuk PPID dan menerapkan pelayanan informasi secara daring,
makin banyaknya SDM yang diberikan tugas khusus melakukan
pelayanan informasi publik, makin banyaknya kegiatan koordinasi
atau peningkatan kapasitas PPID, dan peningkatan publikasi
informasi terkait tusi Bawaslu.

Dalam laporan ini, akan disampaikan hasil dari monitoring dan
evaluasi keterbukaan informasi publik pada Bawaslu Provinsi
Gorontalo tahun 2020. Kendati akan memunculkan nilai dan
kualifikasi keterbukaan informasi, hasil dari Monev ini tidak untuk
dimaknai sebagai sebuah ajang kontestasi, melainkan sebagai tolok
ukur implementasi keterbukaan informasi di Bawaslu. Terhadap aspek
yang telah baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan
terhadap aspek yang kurang baik agar dapat dijadikan sebagai salah
satu bahan evaluasi Bawaslu Provinsi setempat. Hal ini semata agar
secara konsisten terjadi peningkatan kualitas keterbukaan informasi

kedepannya.

B. Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2020 adalah sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

2. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik; dan

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar
Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan

Pemilihan.
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C. Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Setiap Badan Publik wajib mengembangkan dan
mengimplementasikan keterbukaan informasi sebagaimana mandat
dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Bawaslu Provinsi yang diwajibkan untuk membentuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kemudian dituntut untuk
melaksanakan sejumlah hal, diantaranya:

1. Membentuk PPID;

2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP);
Melakukan pelayanan informasi;

Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi;
Pelayanan informasi secara proaktif melalui website

Melakukan peningkatan kapasitas PPID; dan

® N o g kW

Mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di
Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Belajar dari pengalaman Bawaslu RI, komitmen pimpinan adalah
salah satu kunci sukses dalam mendorong implementasi pengelolaan
dan pelayanan informasi publik. Bawaslu berharap Bawaslu Provinsi
dan Kabupaten/Kota juga dapat mengimplementasikan seluruh
kewajiban tersebut secara baik. Dalam pelaksanaannya Bawaslu
menyadari terdapat banyak tantangan yang dapat bertransformasi
menjadi kendala di beberapa tempat. Disinilah peran penting
monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, agar
dari waktu ke waktu makin minim kendala yang dihadapi.

Melalui sejumlah metode dan indikator penilaian, Monitoring dan
Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi pada prinsipnya
ingin mengetahui pemetaan serta menyasar adanya implementasi
pelayanan dan pengelolaan informasi publik yang baik oleh Bawaslu

Provinsi serta adanya transfer pengetahuan dan praktik terhadap
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Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengen demikian tujuan untuk
mengoptimalkan tugas dan fungsi PPID sebagai garda terdepan dalam
melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada

masyarakat terlaksana dengan baik.

D. Tujuan dan Sasaran Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu
Provinsi Tahun 2020 merupakan kegiatan Bawaslu RI dengan peserta
seluruh Bawaslu Provinsi yang rutin dilaksanakan sejak 2019,
bertujuan untuk:

1. Memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik di
Bawaslu Provinsi dalam kurun waktu satu tahun terakhir;

2. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di
Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia yang telah dilaksanakan
dalam kurun waktu satu tahun terakhir

3. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang
timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada
badan Bawaslu Provinsi, dan

4. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan

informasi publik pada Bawaslu Provinsi.

E. Metode Evaluasi
Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2020, Bawaslu menggunakan tiga
metode:

1. Kuesioner, yang didalamnya terdapat indikator-indikator untuk
mengukur pengembangan website yang terkait dengan PPID,
publikasi informasi, serta pelayanan dan penyediaan informasi
sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan
cepat oleh masyarakat, dengan maksud agar masyarakat

merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik.
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Penilaian yang dilakukan PPID Bawaslu mengecek isian
kuesioner mandiri yang telah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi

disesuaikan dengan bukti dukung.

. Praktik pelayanan (uji akses), dimana PPID Bawaslu RI

melakukan permintaan informasi melalui sarana yang tersedia
kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan identitas
masyarakat umum. Kegiatan ini bersifat rahasia sehingga dapat

diketahui objektivitasnya, dan

. Laporan Layanan, dimana PPID Bawaslu RI mengirimkan format

Laporan sebagaimana diatur Peraturan Bawaslu Nomor 10
Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota, kepada Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia
dan dikembalikan ke PPID Bawaslu RI. Format Laporan ini
bertujuan untuk pemetaan kondisi keterbukaan untuk
ditindaklanjuti dengan sejumlah program PPID yang relevan.
Terhadap laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, PPID
Bawaslu kemudian akan memberikan umpan balik berupa
rekomendasi penyempurnaan materi laporan masing-masing

Bawaslu Provinsi.

F. Klasifikasi Penilaian

Setelah melakukan Monitoring dan Evaluasi, Bawaslu RI

memberikan penilaian akhir dengan kualifikasi Bawaslu Provinsi

sebagai berikut:

1.

o K L b
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Informatif, dengan nilai antara 87,5 sampai 100
Menuju Informatif, dengan nilai antara 75 sampai 87,4
Cukup Informatif, dengan nilai antara 60 sampai 74,9
Kurang Informatif, dengan nilai antara 40 sampai 59,9

Tidak Informatif, dengan nilai kurang dari 39,9




BAB II
HASIL EVALUASI

Secara umum dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Bawaslu Provinsi 2020 yang berjalan sejak Oktober — Desember
2020 yang diikuti oleh seluruh Bawaslu Provinsi mendapatkan hasil berupa

kualifikasi sebagai berikut:

. Kategori Kategori Kategori Kategori
Kategori . :
Informatif Menuju Cukup Kurang Tidak
Informatif Informatif Informatif | Informatif
15 Provinsi 5 Provinsi 5 Provinsi 5 Provinsi 4 Provinsi

Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan terhadap
Bawaslu Provinsi Gorontalo, Bawaslu RI memberikan penilaian akhir

dengan kualifikasi Bawaslu Provinsi sebagai berikut:

1. . Nilai
Nilai Indikator Indikator Praktik
Pengembangan Laporan
. Pelayanan Layanan . .
website dan . | Layanan | Nilai . .
dan Informasi . | Kualifikasi
Pengumuman . (15 Akhir
. Penyediaan (15
Informasi . persen)
(40 persen) Informasi persen)
P (30 persen)
32,5 30 0 0 62,5 | Cukup
Informatif
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BAB III
REKOMENDASI

Berikut ini rekomendasi terhadap implementasi keterbukaan

informasi di Bawaslu Provinsi Gorontalo.

A. REKOMENDASI TERHADAP PENGEMBANGAN WEBSITE,
PENGUMUMAN INFORMASI, PELAYANAN, DAN PENYEDIAAN
INFORMASI

Berdasarkan isian kuesioner dan data dukung terhadap aspek
pengembangan website, pengumuman informasi, pelayanan, dan
penyediaan informasi yang disampaikan pada Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi 2020, Bawaslu Provinsi
Gorontalo berhasil mendapatkan nilai yang baik, dengan mengisi
sebagian besar pertanyaan dalam kuesioner dan memberikan data
dukung dimaksud.

Hal yang perlu diperhatikan kedepannya adalah:

1. Bawaslu Provinsi didorong untuk memiliki aplikasi layanan
keterbukaan informasi/PPID berbasis android/IOS yang dapat
menerima permohonan informasi dan pengajuan informasi secara
online;

2. Melengkapi konten tata cara permohonan penyelesaian sengketa ke
Komisi Informasi; dan

3. melengkapi konten kalender atau agenda kegiatan lembaga pada web
utama.

Bawaslu RI mengapresiasi implementasi keterbukaan informasi
Bawaslu Provinsi terkait empat aspek tersebut pada tahun 2020 dengan
nilai yang cukup tersebut. Diharapkan kedepan dapat terus ditingkatkan
menjadi lebih baik lagi dan inovatif. Selain hal di atas Bawaslu Provinsi
juga direkomendasikan untuk terus memperhatikan publikasi terhadap
informasi-informasi kelembagaan dan/atau pemilu/pemilihan yang

sifatnya wajib untuk diumumkan, seperti:
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A. Informasi Serta Merta

Informasi Serta Merta merupakan informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang apabila tidak
diumumkan dapat mengancam hajat hidup orang banyak, ketertiban
umum, dan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penindakan
dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan. PPID wajib
mengumumkan Informasi secara serta-merta, paling sedikit terdiri
atas:

1. Informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai
akibat adanya putusan hukum dari lembaga yang berwenang
mengenai hak seseorang untuk dipilih dan/atau memilih atau hak
lainnya

2. Putusan mengenai dengan pembatalan peserta Pemilu dan/atau
Pemilihan;

3. Putusan mengenai pelanggaran administrasi Pemilu dan/atau
Pemilihan

4. Putusan mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau
Pemilihan; dan

5. Putusan mengenai dengan pembatalan peserta Pemilu dan/atau

Pemilihan.

B. Informasi Berkala

Informasi Berkala merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan,

dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara rutin, teratur, dan diumumkan

paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun. Bawaslu Provinsi, dan

Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menyediakan dan mengumumkan

Informasi secara berkala, paling sedikit terdiri atas:

1. Program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan,
pengawasan, penindakan dugaan pelanggaran serta penyelesaian

sengketa;
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2. hak, kewajiban, kewenangan, larangan,

dan sanksi yang

berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau

Pemilihan;

3. hasil pencegahan, pengawasan, penindakan dugaan pelanggaran

serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan;

4. prosedur dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu

dan/atau Pemilihan;
5. Laporan kinerja; dan

6. Laporan Keuangan.

Dalam mempublikasikan informasi serta melakukan pelayanan

informasi, Bawaslu Provinsi diminta untuk memperhatikan daftar

informasi yang sifatnya dikecualikan di Bawaslu. Hingga saat ini terdapat

89 informasi yang sifatnya dikecualikan di Bawaslu sebagaimana

tercantum pada tabel berikut:
Tabel 3.1

Daftar Informasi Dikecualikan di Bawaslu

No

Informasi Dikecualikan

Nomor Penetapan PPID

Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran
Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau
Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,

Sistematis, Dan Masif

Formulir Model TSM GBW-2 — Tanda Bukti Penerimaan

Berkas

Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi
Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan
Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi

Secara Terstuktur, Sistematis, Dan Masif

Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan
Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan
Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi

Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif

Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara

Pemeriksaan

Penetapan PPID Nomor
0083 /Bawaslu/H2PI/
HM.00/V /2018 tentang
Klasifikasi Informasi
Yang Dikecualikan
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Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang

Pemeriksaan

Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu
Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
(Dalam hal yang menjadi pemohon adalah peserta, maka
dapat diberikan sebagian yakni dengan memberikan
informasi terbatas pada nilai yang bersangkutan, dan
menghitamkan/ mengaburkan informasi nilai dan posisi

peserta lainnya)

Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan
Wawancara) (Dalam hal yang menjadi pemohon adalah
peserta, maka dapat diberikan sebagian yakni dengan
memberikan informasi terbatas pada nilai yang
bersangkutan, dan menghitamkan/ mengaburkan

informasi nilai dan posisi peserta lainnya)

Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS (Dalam hal yang
menjadi pemohon adalah peserta, maka dapat diberikan
sebagian yakni dengan memberikan informasi terbatas
pada nilai yang bersangkutan, dan

menghitamkan/ mengaburkan informasi nilai dan posisi

peserta lainnya)

10.

Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi

Calon Anggota Bawaslu Provinsi

11.

Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi

Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

12.

Formulir Model B1. Penerimaan Laporan

13.

Formulir Model B2. Temuan

14.

Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan

15.

Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan

Dugaan Pelanggaran Pemilu

16.

Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran

17.

Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi

Penetapan PPID Nomor
0014 /Bawaslu/H2PI/
HM.00/1/2019 tentang
Informasi Penanganan
Temuan Dan Laporan
Pelanggaran Pemilu Yang
Dikecualikan
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18.| Formulir Model B7. Keterangan /Klarifikasi di Bawah
Sumpah
19.| Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah
Sumpah /Janji
20.| Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
21.| Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
22.| Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu
23.| Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
24.| Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran
Administratif Pemilu
25.| Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar
Perundang-undangan Pemilu
26.| Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas
Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
27.| Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas
Laporan/Temuan Pemilu
28.| Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
29.| Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu
(SG1)
30.| Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
31.| Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu
(SG2)
32.| Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan Penetapan PPID Nomor
33.| Daftar saksi dan/atau ahli 0015/Bawaslu/H2PI/
34.| Daftar tersangka HM.00/1/2019 tentang
Informasi Dugaan Tindak
35.| Daftar barang bukti Pidana Pemilu Yang
36.| Laporan polisi Dikecualikan
37.| Tanda bukti laporan
38.| Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu
(SG3)
39.| Pengembalian berkas penuntuk ke penyidik
40.| Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke

penuntut
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Penetapan PPID Nomor
0016/Bawaslu/H2PI/
HM.00/1/2019 tentang

41.| Alat kerja pengawasan
Alat Kerja Pengawasan
Sebagai Informasi Yang
Dikecualikan
42.| Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu
Luar Negeri (Dalam hal yang menjadi pemohon adalah
peserta, maka dapat diberikan sebagian yakni dengan
memberikan informasi terbatas pada nilai yang
bersangkutan, dan menghitamkan/ mengaburkan
informasi nilai dan posisi peserta lainnya) Penetapan PPID Nomor
43.| Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu 0999 /Bawaslu/H2PI/
Kecamatan/Panwas Kecamatan (Dalam hal yang menjadi |HM.00/XII/2019 tentang
pemohon adalah peserta, maka dapat diberikan sebagian Informasi Seleksi
Pengawas
yakni dengan memberikan informasti terbatas pada nilai  |pemilu /Pemilihan Ad Hoc
yang bersangkutan, dan menghitamkan/mengaburkan Yang Dikecualikan
informasi nilai dan posisi peserta lainnya)
44.| Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi
calon anggota Panwaslu Luar Negeri
45.| Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi
calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
46.| Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Penetapan PPID Nomor
1001 /Bawaslu/H2PI/
Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi HM.00/XII/2019 tentang
47. Informasi Pengawasan
Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Yang
Dikecualikan
48.| Jawaban Atas Gugatan
49.| Duplik Atas Replik
° upt as kept Penetapan PPID Nomor
50.| Kesimpulan 1000/Bawaslu/H2PI/
51.| Memori Banding HM.00/XII/2019
; : Informasi Penanganan
52.| Kontra Memori Banding Perkara Hukum Di
53.| Memori Kasasi Pengadﬂan Yang
54.| Kontra Memori Kasasi Dikecualikan
55.| Keterangan Tertulis
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56.

Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah

pemohon/termohon/pihak terkait

57.| Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
58.| Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan
penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan
59.| Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah
penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan
Penetapan PPID Nomor:
60.| Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan 0023 /Bawaslu/H2PI/HM.
61.| Dokumentasi video dan audio proses musyawarah 00/VII/2020 tentang
penyelesaian sengketa pemilihan Informasi Penyelesaian
: : i Sengketa Proses
62.| Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian Pemilihan Yang
sengketa pemilihan Dikecualikan
63.| SK penetapan panitia musyawarah
64.| Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam
Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses
penyelesaian sengketa
65.| Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam
musyawarah secara tertutup
66.| Alat bukti tertulis
Penetapan PPID Nomor:
0107 /Bawaslu/H2PI/
HM.00/VIII/2020
Memorandum atau Surat-Surat Antar Badan Publik tentang Informasi
67.| Sesuai ketentuan atau Intra Badan Publik yang Menurut Memorandum Atau Surat-
) ) ) Surat Antar Badan Publik
Sifatnya Dirahasiakan Atau Intra Badan Publik
Yang Menurut Sifatnya
Dirahasiakan Yang
Dikecualikan
68.| Formulir Model A.1 Laporan Penetapan PPID Nomor
69.| Formulir Model A.2 Temuan 0149 /Bawaslu/H2PI/
70.| Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan HM.00/X1/2020 tentang
Informasi Penanganan
71.| Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Pelanggaran Pemilihan
Perbaikan Laporan Gubernur dan Wakil
72.| Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali
73.| Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan

Laporan

Kota dan Wakil Wali Kota
Yang Dikecualikan
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74.

Formulir Model A.5 Pelimpahan

75.| Formulir Model A.6 Informasi Awal Laporan
76.| Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi
Awal
77.| Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi
78.| Formulir Model A.8 Keterangan/ Klarifikasi di Bawah
Sumpah/Janji
79.| Formulir Model A.9 Keterangan Ahli di Bawah
Sumpah /Janji
80.| Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi
81.| Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
82.| Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan
83.| Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan
84.| Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan
85.| Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran
Perundang-Undangan Lainnya
86.| Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status
Laporan/Temuan (dikecualikan sebagian yakni
dihitamkan/ dikaburkan pada bagian yang memuat nama
pelapor/ penemu)
Penetapan PPID Nomor
Nomor:0159/BAWASLU/
H2PI/ HM.00/XI/2020
87.| Informasi dokumentasi Formulir Model C.Hasil-KWK tentang
Informasi Dokumentasi
Formulir Model C.Hasil-
KWK Yang Dikecualikan
Berita Acara Pleno yang membahas penanganan Penetapan PPID Nomor:
88| elanggaran /HM.00.00/SJ/01/2021
Tentang Informasi Terkait
. Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Ragg;:;:i::gigig:fn

rapat pleno yang membahas penanganan pelanggaran

Informasi Yang
Dikecualikan
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Selain itu terhadap aspek penyediaan informasi, Bawaslu Provinsi
direkomendasikan untuk secara berkala memutakhirkan Daftar
Informasi Publik (DIP) dan melakukan pengelolaan informasi atau
dokumen sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yakni:

1. Setiap subbagian wajib mendokumentasikan seluruh dokumen
yang berada di bawah penguasaannya;

2. Pendokumentasian dilakukan dengan cara memindai atau
menscan dokumen dari bentuk tercetak menjadi bentuk digital,

3. Hasil pemindaian wajib disampaikan kepada PPID paling lambat
S5 (lima) hari setelah Dokumen dibuat atau disahkan; dan

4. PPID menyimpan hasil pemindaian dokumen dan melakukan

update DIP atau memutakhirkan DIP.

B. REKOMENDASI TERHADAP PRAKTIK PELAYANAN INFORMASI

Pada 5 dan 7 Oktober 2020, kami melakukan uji akses dengan
mengajukan permintaan informasi kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo
melalui aplikasi permohonan informasi yang tersedia di website.
Informasi yang diminta adalah:

1. informasi/data hasil pengawasan Bawaslu terkait Berita Bohong,
Hoaks, Disinformasi yang terjadi pada Pemilu Presiden 2019 di
provinsi; dan

2. Rincian data pelanggaran kampanye Pemilu Presiden dan Pemilu
Legisatif 2019 berdasarkan jenis pelanggaran, latar belakang
pelanggar, dan status penanganan.

Berdasarkan permintaan informasi yang dilakukan tim uji akses,
tidak tanggapan yang diberikan Bawaslu Gorontalo. Sampai batas waktu
yang ditentukan, tidak ada pemberian dokumen. Pada penilaian
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi
Tahun 2020 sendiri, aspek uji akses diberikan porsi penilaian 15 persen

dari keseluruhan penilaian.
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Pada dasarnya informasi yang kami mintakan merupakan
informasi yang terbuka, bahkan wajib diumumkan. Pembelajaran dari
proses uji akses ini bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo perlu:

1. Mereviu dan mengecek secara berkala sistem permohonan
informasi melalui situs web PPID maupun sarana permohonan
informasi lainnya yang digunakan;

2. Memelihara sistem agar permohonan informasi secara online
dapat diketahui secara serta-merta ketika adanya permintaan
informasi dengan menampilkan notifikasi pada email resmi PPID;

3. Bagi petugas layanan informasi, dapat ditetapkan pengaturan bagi
untuk melakukan pengecekan email misalnya pukul 09.00, pukul
13.00, dan pukul 15.00, serta memastikan email yang masuk
secara lengkap (termasuk spam) sehingga kemungkinan
terlewatnya permintaan dapat diminimalisir; dan

4. Memproses permohonan informasi sebagaimana mekanisme yang
diatur dalam Perbawaslu 10 Tahun 2019, termasuk dengan
pemberian Formulir Pemberitahuan Tertulis agar meminimalisir
potensi keberatan dan sengketa informasi, hingga pengaduan ke
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dinilai
memberikan pelayanan tidak sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan.

Kami percaya dengan predikat “Cukup Informatif” yang didapatkan,
PPID Bawaslu Provinsi Gorontalo memiliki komitmen yang kuat untuk
melayani pemohon informasi. Adapun tidak adanya tanggapan tersebut,
semoga hanya disebabkan faktor teknis. Ke depan, kami berharap

pelayanan informasi di Bawaslu Provinsi Gorontalo, akan semakin baik.

C. REKOMENDASI TERHADAP MATERI LAPORAN LAYANAN INFORMASI

Kami mengapresiasi PPID Bawaslu Provinsi Gorontalo yang
mendapat nilai cukup baik pada aspek isian kuesioner. Kendati
demikian disayangkan hingga batas waktu yang ditentukan Bawaslu

Provinsi Gorontalo tidak menyampaikan Laporan Layanan Informasi
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PPID Bawaslu Provinsi Gorontalo kepada Bawaslu RI. Pada penilaian
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi
Tahun 2020 sendiri, aspek Laporan Layanan diberikan porsi penilaian 15
persen dari keseluruhan penilaian.

Laporan Layanan Informasi bertujuan untuk memberikan
gambaran kondisi implementasi keterbukaan informasi publik di
Bawaslu Provinsi. Laporan ini menjadi salah satu dasar bagi Bawaslu RI
untuk merancang program yang berkaitan dengan keterbukaan
informasi di Bawaslu Provinsi.

Beberapa rekomendasi terkait laporan adalah:

1. Membuat Laporan Layanan Informasi Tahun 2020 dengan
materi paling sedikit memuat:
a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik
di Bawaslu Provinsi:
1) Struktur PPID Bawaslu Provinsi
* Kebaruan struktur PPID (Dalam hal terjadi
penggantian pejabat pada stuktur PPID)
* Kesesuaian dengan Perbawaslu No. 10 Tahun
2019
2) Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik
* Ketersediaan anggaran
3) Program PPID
* Jumlah program
* Keragaman program
b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi
Publik, meliputi:
1) sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik
yang dimiliki beserta kondisinya;
* Kelengkapan sarana
* Kondisi sarana

2) sumber daya manusia yang menangani pelayanan
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Informasi Publik beserta kualifikasinya;

3) Penggunaan anggaran pengelolaan dan pelayanan
Informasi;
* Persentase anggaran yang digunakan
* Tujuan penggunaan anggaran

4) Pelaksanaan Program PPID
* Jumlah program yang terlaksana
* Jumlah program yang tidak terlaksana

c. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi

Publik, meliputi:

1) jumlah permintaan Informasi Publik;

2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi
tertentu;

3) jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan
baik sebagian atau seluruhnya; dan/atau

4) jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak
beserta alasannya,;

d. Gambaran Umum Publikasi Informasi Publik
1) Informasi yang dipublikasikan
* Informasi yang dipublikasikan
* Informasi yang belum/tidak dipublikasikan
2) Data statistik pengakses web
3) Jenis informasi yang diakses melalui web
e. Rincian Penanganan Keberatan
1) Jumlah keberatan
2) Alasan keberatan Pemohon Informasi
3) Tanggapan Atas Keberatan
f. Rincian Penanganan Sengketa Informasi Publik
1) Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa

Informasi
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2) Permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi
Informasi
3) Permohonan penyelesaian sengketa di Pengadilan
4) hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya
oleh badan publik;
S5) Respon atas putusan KI/Pengadilan
g. Inovasi
1) Inovasi yang berkaitan dengan pengelolaan
informasi publik
2) Inovasi yang berkaitan dengan pelayanan
informasi publik
3) Inovasiyang berkaitan dengan penyusunan Daftar
Informasi Publik
h. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan
pelayanan Informasi Publik; dan
i. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan
Informasi.
1) Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait
Kendala Internal;
2) Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait
Kendala Eksternal; dan
3) Pelaksanaan rekomendasi/RTL tahun sebelumnya.
2. Melengkapi laporan dengan rekomendasi laporan tahun
sebelumnya beserta uraian dan tindak lanjutnya;
3. Melengkapi laporan dengan membubuhkan tanda pengesahan
laporan oleh PPID; dan
4. Menyampaikan laporan layanan Bawaslu Provinsi Gorontalo
Tahun 2020 yang telah dilengkapi kepada Komisi Informasi

Gorontalo dan juga Bawaslu RI.
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BAB IV
PENUTUP

Melihat dari implementasi keterbukaan informasi pada monitoring
dan evaluasi keterbukaan informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2020,
Bawaslu Provinsi Gorontalo termasuk dalam kategori cukup, yakni pada
kategori Cukup Informatif. Bawaslu RI mengapresiasi komitmen dan
kerja keras dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik
pada 2020.

Sebagai sebuah instrumen peningkatan kualitas keterbukaan
informasi, Monitoring dan Evaluasi dari Bawaslu RI bukanlah suatu
ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar Bawaslu Provinsi, akan
tetapi harus dimaknai sebagai tolok ukur implementasi keterbukaan
informasi publik serta ikhtiar dalam meningkatkan kualitas pesta
demokrasi di Tanah Air.

Karena itu sebagai sebuah proses yang berkelanjutan maka
kedepannya perlu terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas
yang meliputi membangun kapasitas dan paradigma sumber daya
manusia (SDM), membangun sistem pengelolaan dan pelayanan
informasi, membangun sistem pengawasan dan evaluasi implementasi
UU KIP termasuk di Bawaslu Kabupaten/Kota, berpartisipasi dalam
pemeringkatan atau Monev yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi
Provinsi, maupun membangun sinergisitas dengan stakeholder terkait
keterbukaan informasi publik.

Harapannya kedepan kualitas keterbukaan informasi publik
Bawaslu seluruh Indonesia dapat semakin baik. Bawaslu Terbuka, Pemilu

Tepercaya.

Jakarta, Januari 2021

KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN
PENGAWASAN INTERNAL
ttd

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT
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